
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 111 TAHUN 2018 

TENTANG 

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBUATAN DEKLARASI ASAL BARANG 

(ORIGIN DECLARATION) UNTUK BARANG EKSPOR ASAL INDONESIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan komitmen Pemerintah 

Republik Indonesia terhadap perjanjian internasional 

yang telah disepakati dan untuk meningkatkan 

kelancaran arus barang ekspor asal Indonesia melalui 

penerapan sistem sertifikasi mandiri, perlu mengatur 

ketentuan dan tata cara pembuatan deklarasi asal 

barang (origin declaration) untuk barang ekspor asal 

Indonesia; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Perdagangan tentang Ketentuan dan Tata Cara 

Pembuatan Deklarasi Asal Barang (Origin Declaration) 

untuk Barang Ekspor Asal Indonesia; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 

Pengesahan Agreement Establishing The World Trade 

Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi 

Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1994Nomor 57, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3564); 
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2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2013 tentang 

Pengesahan Memorandum of Understanding among the 

Governments of the Participating Member States of the 

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) on the 

Second Pilot Project for the Implementation ofa Regional 

Self Certification 	System 	(Memorandum 	Saling 

Pengertian Antarpemerintah Negara Anggota 

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) 

Peserta pada Proyek Percontohan Kedua untuk 

Pelaksanaan Sistem Sertifikasi Mandiri Kawasan) 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 69); 
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7. 	Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

8. 

	

	Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); 

9. 

	

	Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2017 tentang 

Pengesahan Protocol OnThe Legal Framework To 

Implement The ASEAN Single Window (Protokol Mengenai 

Kerangka Hukum Untuk Melaksanakan ASEAN Single 

Window)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 99); 

10. Peraturan 	Menteri 	Perdagangan 	Nomor 

13/ M-DAG/ PER/ 3/ 2012 tentang Ketentuan Umum 

di Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 395); 

11. Peraturan 	Menteri 	Perdagangan 	Nomor 

77/ M-DAG/ PER/ 10/ 2014 tentang Ketentuan Asal 

Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1703); 

12. Peraturan 	Menteri 	Perdagangan 	Nomor 
08/ M-DAG/ PER/ 2/ 2016 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); 

13. Peraturan 	Menteri 	Perdagangan 	Nomor 

24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara 

Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal 

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 157); 

14. Peraturan 	Menteri 	Perdagangan 	Nomor 
25 Tahun 2018 tentang Instansi Penerbit Surat 

Keterangan Asal (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 167); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBUATAN DEKLARASI 
ASAL BARANG (ORIGIN DECLARATION) UNTUK BARANG 
EKSPOR ASAL INDONESIA. 



Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari 

daerah pabean. 

2. Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau 

badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum 

maupun bukan badan hukum, yang melakukan ekspor. 

3. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun 

tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, 

balk dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, 

dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau 

dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha. 

4. Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of 

Indonesia) adalah peraturan perundang-undangan dan 

ketentuan administratif yang bersifat umum yang 

diterapkan untuk menentukan asal barang Indonesia. 

5. Eksportir Teregistrasi (Registered Exporter) yang 

selanjutnya disingkat ER adalah Eksportir yang 

teregistrasi dan diberi kewenangan oleh Kementerian 

Perdagangan untuk mengeluarkan Deklarasi Asal Barang 

(Origin Declaration) untuk barang ekspor. 

6. Eksportir Tersertifikasi (Certified Exporter) yang 

selanjutnya disingkat ES adalah ER yang telah 

memenuhi kriteria penetapan Eksportir Tersertifikasi dan 

Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of 

Indonesia), dan diberi kewenangan oleh Kementerian 

Perdagangan untuk mengeluarkan Deklarasi Asal Barang 

(Origin Declaration) untuk barang ekspor. 

7. Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) yang 

selanjutnya disingkat SKA adalah dokumen yang 

membuktikan bahwa barang ekspor Indonesia telah 

memenuhi Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of 

Origin of Indonesia). 

8. Deklarasi Asal Barang (Origin Declaration) yang 

selanjutnya disingkat DAB adalah pernyataan asal 

barang yang dibuat oleh ER atau ES untuk barang 

ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, perjanjian atau kesepakatan internasional 

yang berlaku. 
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9. Penelusuran Asal Barang yang selanjutnya disingkat PAB 

adalah penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh 

Kementerian Perdagangan dan/atau IPSKA terhadap 

Eksportir terkait pemenuhan kriteria dan persyaratan 

penetapan sebagai ES dan pemenuhan Ketentuan Asal 

Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia). 

10. Sistem elektronik SKA yang selanjutnya disebut 

e-SKA adalah sistem pengajuan dan penerbitan SKA dan 

DAB 	secara 	elektronik 	melalui 	website: 

e-ska.kemendag.go.id. 

11. Hak Akses adalah hak yang diberikan untuk melakukan 

interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri 

atau dengan jaringan. 

12. Instansi Penerbit SKA yang selanjutnya disebut IPSKA 

adalah instansi/badan/lembaga yang ditetapkan oleh 

Menteri dan diberi kewenangan untuk menerbitkan SKA. 

13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perdagangan. 

14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan 

Luar Negeri Kementerian Perdagangan. 

15. Direktur adalah Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor, 

Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri 

Kementerian Perdagangan. 

Pasal 2 

(1) Eksportir dapat menggunakan SKA atau DAB sebagai 

dokumen yang membuktikan bahwa Barang yang akan 

diekspor telah memenuhi Ketentuan Asal Barang 

Indonesia (Rules of Origin of Indonesia). 

(2) DAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan 

terhadap Barang Ekspor Indonesia untuk memperoleh 

fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk 

yang diberikan: 

a. oleh suatu negara atau sekelompok negara 

	

berdasarkan 	ketentuan 	dalam 	perj an j ian 

internasional yang telah disepakati; atau 

b. berdasarkan penetapan sepihak dan suatu negara 

atau sekelompok negara tujuan ekspor. 
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(3) DAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat 

digunakan secara bersamaan dengan SKA terhadap 

Barang yang sama dalam 1 (satu) transaksi Ekspor. 

(4) Ketentuan mengenai SKA sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. 

Pasal 3 

DAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat 

digunakan oleh Eksportir untuk mengekspor Barang ke 

negara tujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

Pasal 4 

(1) DAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat 

dibuat oleh Eksportir setelah mendapatkan penetapan 

sebagai ER atau ES. 

(2) Pembuatan DAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui e-SKA. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan 

DAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal 5 

(1) Permohonan penetapan sebagai ER sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hanya dapat dilakukan 

oleh Eksportir yang telah mendapatkan Hak Akses e-SKA. 

(2) Ketentuan mengenai Hak Akses untuk e-SKA 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Menteri. 

Pasal 6 

(1) Untuk mendapatkan penetapan sebagai ER sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Eksportir harus 

mengajukan permohonan secara elektronik melalui e-SKA 

kepada IPSKA sesuai dengan tempat pengajuan registrasi 

Hak Akses. 



Nomor Induk Berusaha (NIB); 

Izin Usaha yang diterbitkan 

berwenang; 

perhitungan struktur biaya (cost structure) proses 
produksi pada setiap jenis Barang Ekspor yang akan 

diregistrasikan, dalam hal pemenuhan kriteria asal 
barang (Origin Criteria) menggunakan metode nilai 

tambah berupa: Regional Value Content (RVC) atau 
Qualifying Value Content (QVC) , dan/ atau 
perubahan pos tarif: Change in Tariff Classification 

(CTC) atau dokumen lain yang membuktikan bahwa 

Barang yang akan diregistrasikan telah memenuhi 
Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of 
Indonesia); 

pemenuhan kriteria 

Kementerian Perdagangan; dan 

e. bukti lulus uji Ketentuan Asal Barang Indonesia 

(Rules of Origin of Indonesia) dan tata cara 
penerbitan SKA yang diterbitkan oleh Kementerian 

Perdagangan. 

a.  

b.  

c.  

oleh instansi yang 

surat pernyataan d. bersedia diperiksa terkait 

asal barang Ekspor oleh 
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(2) Permohonan penetapan sebagai ER sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi data: 

a. nama Eksportir; 

b. alamat Eksportir; 

c. nomor telepon Eksportir; 

d. alamat e-mail Eksportir; 

e. bidang usaha Eksportir; 

f. Pos Tarif/ Harmonized System dalam 6 (enam) digit; 

dan 

g. uraian barang. 

(3) Permohonan penetapan sebagai ER sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan hasil 

pindai/scan dokumen asli: 

Pasal 7 

(1) Berdasarkan permohonan penetapan sebagai ER 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), IPSKA 
memberikan persetujuan untuk pencetakan formulir 

penetapan sebagai ER secara elektronik melalui e-SKA 
dalam 	jangka 	waktu 	paling 	lama 
1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya 
permohonan secara lengkap. 
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(2) Dalam hal permohonan penetapan sebagai ER 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak 

lengkap, IPSKA menolak permohonan penetapan sebagai 

ER secara elektronik melalui e-SKA dalam waktu paling 

lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal 

diterimanya permohonan. 

(3) Formulir penetapan sebagai ER sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) hams dicetak, ditandatangani oleh 

Eksportir atau penanggung jawab perusahaan, dan 

dibubuhi stempel basah perusahaan. 

(4) Dokumen ash sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

ayat (3) dan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) disampaikan secara langsung oleh Eksportir kepada 

IPSKA. 

Pasal 8 

(1) Atas penyampaian langsung oleh Eksportir kepada IPSKA 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), IPSKA 

meneliti dan memeriksa: 

a. permohonan penetapan sebagai ER sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); 

b. kelengkapan data sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 ayat (2); 

c. keabsahan dokumen asli sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 ayat (3); dan 

d. formulir penetapan sebagai ER sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3). 

(2) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

telah lengkap dan benar, IPSKA menerbitkan penetapan 

sebagai ER secara elektronik melalui e-SKA dalam jangka 

waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak 

tanggal penyampaian dokumen asli dan formulir 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4). 

(3) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak lengkap dan benar, IPSKA menolak permohonan 

penetapan sebagai ER secara elektronik melalui e-SKA 

dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja 

terhitung sejak tanggal penyampaian dokumen ash dan 

formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

ayat (4). 
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(4) Penetapan sebagai ER sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

berlaku selama ER menjalankan kegiatan usahanya. 

Pasal 9 

(1) Dalam hal terdapat perubahan data dan/atau dokumen 

pada penetapan sebagai ER sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 ayat.  (2) dan ayat (3), Eksportir hams 

mengajukan permohonan perubahan secara elektronik 

melalui e-SKA kepada IPSKA. 

(2) Penerbitan perubahan penetapan sebagai ER dapat 

dilakukan dalam hal tidak mengubah nama Eksportir. 

(3) Permohonan perubahan penetapan sebagai ER 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

mengisi data yang ingin diubah melalui e-SKA. 

(4) Permohonan perubahan penetapan sebagai ER 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi 

dengan hasil pindai/ scan dokumen ash sesuai dengan 

data yang ingin diubah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3). 

Pasal 10 

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 ayat (1), IPSKA memberikan persetujuan untuk 

pencetakan formulir perubahan penetapan sebagai ER 

secara elektronik melalui e-SICA dalam jangka waktu 

paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal 

diterimanya permohonan secara lengkap. 

(2) Dalam hal permohonan perubahan penetapan sebagai ER 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tidak 

lengkap, IPSKA menolak permohonan perubahan 

penetapan sebagai ER secara elektronik melalui e-SKA 

dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja 

terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. 

(3) Formulir perubahan penetapan sebagai ER sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus dicetak, ditandatangani 

oleh Eksportir atau penanggung jawab perusahaan, dan 

dibubuhi stempel basah perusahaan. 
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(4) Dokumen ash sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

ayat (4) dan formulir sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) disampaikan secara langsung oleh Eksportir 

kepada IPSKA. 

Pasal 11 

(1) Atas penyampaian langsung oleh Eksportir kepada IPSKA 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), IPSKA 

meneliti dan memeriksa: 

a. permohonan perubahan penetapan sebagai ER 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); 

b. kelengkapan data sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 ayat (3); 

c. keabsahan dokumen asli sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 ayat (4); dan 

d. formulir penetapan sebagai ER sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3). 

(2) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

telah lengkap dan benar, IPSKA menerbitkan perubahan 

penetapan sebagai ER secara elektronik melalui e-SKA 

dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja 

terhitung sejak tanggal penyampaian dokumen asli dan 

formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4). 

(3) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak lengkap dan benar, IPSKA menolak permohonan 

perubahan penetapan sebagai ER secara elektronik 

melalui e-SKA dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) 

hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian dokumen 

asli dan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 

ayat (4). 

(4) Perubahan Penetapan sebagai ER sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) berlaku selama ER menjalankan kegiatan 

usahanya. 

Pasal 12 

(1) Dalam hal perjanjian internasional yang telah disepakati 

mensyaratkan pembuatan DAB hanya dapat dilakukan 

oleh ES, Eksportir harus mendapatkan penetapan 

sebagai ES dari Direktur Jenderal. 



(2) Direktur Jenderal mendelegasikan kewenangan 

penetapan sebagai ES sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) kepada Direktur. 

(3) Permohonan penetapan sebagai ES sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh 

Eksportir yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. telah mendapatkan penetapan sebagai ER; 

b. merupakan produsen; 

c. memiliki reputasi kepatuhan yang baik terhadap 

peraturan perundang-undangan terkait Ekspor 

dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir; 

d. memiliki sistem pencatatan dan pengelolaan data 

keuangan perusahaan yang baik; dan 

e. tidak pernah melakukan pelanggaran pidana di 

bidang perdagangan. 

Pasal 13 

(1) Untuk mendapatkan penetapan sebagai ES sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Eksportir harus 

mengajukan permohonan secara elektronik melalui 

e-SKA kepada Direktur dengan mencantumkan Pos 

Tarif/ Harmonized System dalam 6 (enam) digit beserta 

uraian barang. 

(2) Permohonan penetapan sebagai ES sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan hasil 

pindai/ scan dokumen asli: 

a. nama penanda tangan dan contoh tanda tangan 

paling banyak 3 (tiga) orang yang berwenang untuk 

menandatangani DAB; dan 

b. Perhitungan struktur biaya (cost structure) proses 

produksi pada setiap jenis Barang ekspor yang akan 

disertifikasi, dalam hal pemenuhan kriteria asal 

Barang (Origin Criteria) menggunakan metode nilai 

tambah berupa: Regional Value Content (RVC) atau 

Qualifying Value Content (QVC), dan/atau 

perubahan pos tarif: Change in Tariff Classification 

(CTC), atau dokumen lain yang membuktikan bahwa 

Barang yang akan disertifikasi telah memenuhi 

Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of 

Indonesia). 
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Pasal 14 

(1) Berdasarkan permohonan penetapan sebagai ES 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dalam 

jangka waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal 

diterimanya permohonan secara lengkap, Direktur 

memutuskan untuk melakukan PAB. 

(2) Dalam hal permohonan penetapan sebagai ES 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tidak 

lengkap, dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja terhitung 

sejak tanggal diterimanya permohonan, Direktur menolak 

permohonan penetapan sebagai ES. 

Pasal 15 

(1) PAB dapat dilakukan melalui pemeriksaan fisik ke 

lapangan dan/atau pemeriksaan dokumen. 

(2) pemeriksaan fisik ke lapangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) paling sedikit berupa pemeriksaan lokasi, 

sarana dan prasarana perusahaan. 

(3) Direktur dapat menugaskan pejabat di lingkungan 

Kementerian Perdagangan dan/atau IPSKA untuk 

melakukan pemeriksaan fisik ke lapangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 

(4) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) paling sedikit berupa: 

a. kesesuaian Pos Tarif I Harmonized System dalam 

6 (enam) digit dengan uraian Barang; dan 

b. kriteria asal barang dari Pos Tarif I Harmonized 

System dalam 6 (enam) digit yang disampaikan pada 

huruf a berdasarkan perhitungan struktur biaya dan 

pemenuhan ketentuan perjanjian internasional. 

(5) PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari 

kerja terhitung sejak tanggal dokumen permohonan 

penetapan sebagai ES dinyatakan lengkap. 

(6) Hasil PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dituangkan dalam bentuk laporan hasil PAB. 
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(7) Laporan hasil PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

memuat data paling sedikit mengenai: 

a. nama Eksportir; 

b. alamat Eksportir; 

c. nomor telepon Eksportir; 

d. alamat e-mail Eksportir; 

e. Nomor Pokok Wajib Pajak; 

f. nomor Izin Usaha yang diterbitkan oleh instansi 

yang berwenang; 

g. Nomor Induk Berusaha (NIB); 

h. Pos tarif/kode Harmonized System (HS) dalam 6 

(enam) digit; 

i. uraian Barang; 

j. satuan jenis barang; dan 

k. pemenuhan Ketentuan Asal Barang Indonesia 

(Rules of Origin of Indonesia). 

(8) Bentuk laporan hasil PAB sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(9) Laporan hasil PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

dibuat dan disampaikan oleh pejabat yang ditugaskan 

dan/atau IPSKA dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) 

hari kerja terhitung sejak tanggal selesainya proses PAB 

kepada Direktur. 

(10) Laporan hasil PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

dan dokumen pendukungnya harus disimpan dalam 

jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal 

laporan hasil PAB diterbitkan. 

Pasal 16 

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 ayat (1) dan laporan hasil PAB sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), Direktur menerbitkan 

penetapan Eksportir sebagai ES dalam jangka waktu 

paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal 

diterimanya laporan hasil PAB yang menyatakan 

ketentuan penetapan sebagai ES telah terpenuhi. 
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(2) Dalam hal laporan hasil PAB menyatakan bahwa 

ketentuan penetapan sebagai ES tidak terpenuhi, 

Direktur menolak permohonan penetapan sebagai ES 

dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja 

terhitung sejak tanggal diterimanya laporan hasil PAB. 

(3) Penetapan sebagai ES sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berlaku paling lama 4 (empat) tahun terhitung 

sejak tanggal ditetapkan. 

Pasal 17 

(1) Penetapan sebagai ES sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 16 ayat (1) dapat diperpanjang. 

(2) Untuk mendapatkan perpanjangan penetapan sebagai ES 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Eksportir harus 

mengajukan permohonan secara elektronik melalui 

e-SKA kepada Direktur dalam jangka waktu paling 

lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum masa berlaku 

penetapan sebagai ES berakhir. 

(3) Permohonan perpanjangan penetapan sebagai ES 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi 

dengan hasil pindai/ scan dokumen asli sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2). 

(4) Atas permohonan perpanjangan penetapan sebagai ES 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara mutatis 
mutandis berlaku ketentuan pelaksanaan PAB dan 

penetapan Eksportir sebagai ES sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16. 

(5) Perpanjangan penetapan sebagai ES berlaku paling lama 

4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. 

Pasal 18 

(1) Dalam hal terdapat perubahan data dan/atau dokumen 

pada penetapan sebagai ES sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), ES harus 

mengajukan permohonan secara elektronik melalui e-SKA 

kepada Direktur. 

(2) Penerbitan perubahan penetapan sebagai ES dapat 

dilakukan dalam hal tidak mengubah nama Eksportir. 

(3) Permohonan perubahan penetapan sebagai ES 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

mengisi data yang ingin diubah melalui e-SKA. 
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(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

dilengkapi dengan hasil pindai/ scan dokumen asli sesuai 

dengan data yang ingin diubah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3). 

Pasal 19 

(1) Berdasarkan permohonan perubahan penetapan sebagai 

ES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), 

dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak 

tanggal diterimanya permohonan secara lengkap, 

Direktur memutuskan untuk melakukan PAB. 

(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 18 ayat (1) tidak lengkap, dalam jangka waktu 

5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya 

permohonan, Direktur menolak permohonan perubahan 

penetapan sebagai ES. 

(3) Atas keputusan Direktur untuk melakukan PAB 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara mutatis 

mutandis berlaku ketentuan pelaksanaan PAB 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan 

Pasal 15. 

Pasal 20 

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 18 ayat (1) dan laporan hasil PAB, Direktur 

menerbitkan perubahan penetapan sebagai ES dalam 

jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung 

sejak tanggal diterimanya laporan hasil PAB yang 

menyatakan ketentuan perubahan penetapan sebagai ES 

telah terpenuhi. 

(2) Dalam hal laporan hasil PAB menyatakan bahwa 

ketentuan perubahan penetapan sebagai ES tidak 

dipenuhi, Direktur menolak permohonan penetapan 

sebagai ES dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari 

kerja terhitung sejak tanggal diterimanya laporan hasil 

PAB. 

(3) Perubahan penetapan sebagai ES sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berlaku sampai dengan masa berlaku 

penetapan sebagai ES sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 16 ayat (3) berakhir. 
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Pasal 21 

(1) Dalam hal pemenuhan kriteria asal barang ekspor 

mengalami perubahan, ER dan/atau ES harus 

menyampaikan hasil pindai/ scan dokumen asli 

pemenuhan kriteria asal barang ekspor sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) 

paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun sejak tanggal 

ditetapkannya sebagai ER dan/atau ES. 

(2) Hasil pindai/ scan dokumen asli sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui 

sistem e-SKA. 

Pasal 22 

(1) Dalam hal terdapat keraguan terhadap DAB, otoritas 

yang berwenang di negara tujuan Ekspor dapat 

mengajukan permintaan verifikasi mengenai keabsahan 

dan kebenaran data dan/atau keterangan dalam DAB 

kepada ER atau ES. 

(2) Permintaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) harus dilaporkan ER atau ES kepada Direktur 

dan IPSKA. 

(3) Tanggapan atas keraguan mengenai keabsahan dan 

kebenaran data dan/atau keterangan dalam DAB 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan 

oleh ER atau ES kepada otoritas yang berwenang di 

negara tujuan Ekspor dengan tembusan kepada Direktur 

dan IPSKA paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja 

terhitung sejak tanggal dikirimkannya permintaan 

verifikasi oleh otoritas yang berwenang di negara tujuan 

Ekspor. 

Pasal 23 

(1) Dalam hal masih terdapat keraguan atas tanggapan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), otoritas 

yang berwenang di negara tujuan Ekspor dapat 

mengajukan permintaan kunjungan verifikasi kepada ER 

atau ES. 

(2) Permintaan kunjungan verifikasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) harus dilaporkan ER atau ES kepada 

Direktur dan IPSKA. 
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(3) Kunjungan verifikasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan dan ER 

atau ES. 

(4) Pelaksanaan kunjungan verifikasi oleh otoritas yang 

berwenang di negara tujuan ekspor kepada ER atau ES 

dapat didampingi oleh pejabat di Direktorat Jenderal 

Perdagangan Luar Negeri dan pejabat IPSKA. 

Pasal 24 

(1) ER dan/atau ES wajib menyimpan DAB dan data-data 
terkait: 

a. catatan/ perhitungan akuntansi terkait proses 

produksi barang; 

b. dokumen terkait bahan baku yang digunakan dalam 

proses produksi Barang Ekspor; dan 

c. dokumen kepabeanan atas bahan baku Barang 

Ekspor. 

(2) DAB dan data-data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disimpan paling singkat 4 (empat) tahun terhitung sejak 

tanggal pembuatan commercial invoice yang memuat DAB. 

(3) ER dan/atau ES wajib melaporkan perubahan DAB yang 

telah dibuat kepada Direktur secara tertulis dan/atau 

secara elektronik. 

Pasal 25 

ER dan/atau ES yang tidak menyampaikan laporan 

perubahan DAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 

ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan 

penetapan sebagai ER dan/atau ES. 

Pasal 26 

ER dan/atau ES dilarang: 

a. melakukan pembuatan DAB tidak melalui e-SKA; 
b. secara sengaja membuat DAB untuk barang yang tidak 

memenuhi ketentuan asal barang; 

c. menyampaikan data dan/atau keterangan yang tidak 

benar sebagai persyaratan untuk mendapatkan 

penetapan sebagai ER dan/atau ES; 
d. mengubah informasi yang tercantum dalam dokumen 

penetapan sebagai ER dan/atau ES; dan/atau 
e. melakukan Ekspor Barang yang tidak sesuai dengan 

DAB. 
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Pasal 27 

ER dan/atau ES yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26 dikenai sanksi administratif berupa 

pencabutan penetapan sebagai ER dan/atau ES. 

Pasal 28 

Dalam hal ER dan/atau ES: 

a. tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul 

atas Barang yang diekspor menggunakan DAB; dan/atau 

b. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas 

tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan 

dokumen Ekspor, 

ER dan/atau ES dikenai sanksi administratif berupa 

pencabutan penetapan sebagai ER dan/atau ES. 

Pasal 29 

(1) Pengenaan sanksi administratif terhadap ER 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 27, dan 

Pasal 28 merupakan kewenangan IPSKA. 

(2) Pengenaan sanksi administratif terhadap ES 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 27, dan 

Pasal 28 merupakan kewenangan Direktur. 

Pasal 30 

(1) ER yang telah dikenai sanksi pencabutan penetapan 

sebagai ER sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan 

Pasal 28 dapat mengajukan kembali permohonan 

penetapan sebagai ER paling cepat 1 (satu) tahun 

terhitung sejak tanggal pencabutan sebagai ER. 

(2) ES yang telah dikenai sanksi pencabutan penetapan 

sebagai ES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan 

Pasal 28 dapat mengajukan kembali permohonan 

penetapan sebagai ES paling cepat 2 (dua) tahun 

terhitung sejak tanggal pencabutan sebagai ES. 
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Pasal 31 

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan ER dan ES, 

Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dapat 

melakukan monitoring dan evaluasi terhadap ER dan ES. 

Pasal 32 

Selain berdasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri ini, 

ketentuan mengenai DAB dilakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang Ekspor dan/atau 

perjanjian internasional yang disepakati. 

Pasal 33 

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini dapat 

ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 

Pasal 34 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/8/2013 tentang 

Ketentuan Sertifikasi Mandiri (Self-Certification) Dalam Rangka 

Proyek Percontohan Kedua Untuk Pelaksanaan Sistem 

Sertifikasi Mandiri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 1034) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan 	Menteri 	Perdagangan 	Nomor 

23/ M-DAG/ PER/ 3/ 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/8/2013 tentang 

Ketentuan Sertifikasi Mandiri (Self-Certification) Dalam Rangka 

Proyek Percontohan Kedua Untuk Pelaksanaan Sistem 

Sertifikasi Mandiri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 529), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 35 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 

2019. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 5 Desember 2018 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

ENGGARTIASTO LUKITA 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 13 Desember 2018 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

WIDODO EKATJAHJANA 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1648 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretariat Jenderal 

Kementerian Perdagangan 
Kepala Biro Hukum, 

RI HARIYATI 



LAMPIRAN I 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 111 TAHUN 2018 

TENTANG 

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBUATAN DEKLARASI ASAL 

BARANG (ORIGIN DECLARATION) UNTUK BARANG EKSPOR 

ASAL INDONESIA 

KETENTUAN PEMBUATAN DEKLARASI ASAL BARANG (DAB) 

I. Ketentuan Pembuatan Deidarasi Asal Barang (DAB) untuk Eksportir 

Teregistrasi (ER) dalam Skema Generalized System of Preferences (GSP) 

A. Negara Tujuan: 

1. Austria 	 11. Hungaria 	21. Polandia 

2. Belgia 	 12. Irlandia 	 22. Portugal 

3. Bulgaria 	13. Inggris 	 23. Romania 

4. Kroasia 	 14. Italia 	 24. Slovakia 

5. Siprus 	 15. Latvia 	 25. Slovenia 

6. Republik Ceko 	16. Lithuania 	26. Spanyol 

7. Denmark 	17. Luxembourg 	27. Swedia 

8. Estonia 	 18. Malta 	 28. Yunani 

9. Finlandia 	19. Belanda 

10. Jerman 	 20. Perancis 

B. Ketentuan Pembuatan Deklarasi Asal Barang (DAB): 

1. Pembuatan DAB harus melalui e-SKA. 

2. DAB dibuat untuk ekspor dengan nilai paling sedikit ekuivalen 

dengan EUR 6.000,-. 

3. DAB dibuat pada saat ekspor atau ketika terdapat kepastian 

ekspor. 

Contoh: DAB dibuat setelah diterbitkannya dokumen Bill of 

Lading! Airway Bill/ Cargo Receipt/ dokumen transportasi 

lainnya. 

4. DAB berupa kalimat: 

"The exporter ... (1) of the products covered by this document 

declares that, except where otherwise clearly indicated, these 

products are of 	 (2) preferential origin according to rules of 
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origin of the Generalised System of Preferences of the European 

Union and that the origin criterion met is ... 	(3)." 

Penjelasan: 

(1): Nomor ER 

(2): Negara Asal Barang 

(3): Barang Wholly Obtained: "P"; Barang yang secara 

substansial dikerjakan atau diproses: "W" diikuti 

dengan Kode Pos Tarif dalam 4 digit (Heading). Jika 

sesuai, keterangan tersebut di atas dapat digantikan 

dengan kode berikut: 

(a) dalam hal akumulasi bilateral: "EU Cumulation"; 

(b) dalam hal akumulasi dengan Norway, Switzerland, 

atau Turki: "Norway Cumulation", "Switzerland 

Cumulation", atau "Turkey Cumulation"; 

(c) dalam hal akumulasi regional: "Regional 

Cumulation"; 

(d) dalam hal extended cumulation: "Extended 

Cumulation with Country X". 

5. DAB harus dicetak pada commercial document atas barang yang 

diekspor (seperti: Invoice, Billing Statement, Delivery Note, atau 

Packing List). 

6. DAB harus mencantumkan kode autentik yang diperoleh 

melalui e-SKA. 

7. Commercial document atas barang yang diekspor sebagaimana 

dimaksud pada angka 5 berisikan paling sedikit: 

a) nomor ER; 

b) nama dan alamat lengkap Eksportir; 

c) pos tarif/HS 6 (enam) digit beserta uraian barang yang 

telah didaftarkan melalui sistem e-SKA; 

d) jumlah dan satuan barang; 

e) negara asal barang; 

f) nomor dan tanggal pembuatan commercial document; dan 

g) tanda tangan Eksportir atau penanggung jawab perusahaan 

dan stempel basah perusahaan. 

8. Dalam hal tertentu, DAB dapat dibuat setelah ekspor dan 

hanya dapat diterima oleh kepabeanan negara tujuan ekspor 

paling lama 2 (dua) tahun setelah importasi Barang. Dalam hal 

ini DAB tersebut berstatus DAB "retrospective statement".  

9. Masa berlaku DAB adalah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 

pembuatan commercial document. 
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II. Ketentuan Pembuatan Deldarasi Asal Barang (DAB) untuk Eksportir 

Tersertifikasi (ES) dalam Kerangka Proyek Percontohan Kedua untuk 

Pelaksanaan Sistem Sertifikasi Mandiri Negara Anggota ASEAN 

A. Negara Tujuan: 

1. Filipina 

2. Laos 

3. Thailand 

4. Vietnam 

B. Ketentuan Pembuatan Deklarasi Asal Barang (DAB): 

1. Pembuatan DAB hams melalui e-SKA. 

2. DAB dibuat pada saat ekspor atau ketika terdapat kepastian 

ekspor. 

Contoh: DAB dibuat setelah diterbitkannya dokumen Bill of 

Lading/ Airway Bill/ Cargo Receipt/ dokumen transportasi 

lainnya. 

3. DAB berupa kalimat: 

"The exporter of the product (s) covered by this document 

(Certified Exporter Authorization Code 	 (1) 

declares that, except where otherwise clearly indicated, the 

products (HS Code/ s• 	  (2) satisfy the Rules of 

Origin to be considered as ASEAN Originating Products under 

ATIGA (ASEAN country of origin. 	  (3) with origin 

criteria. 	 (5) 

Signature Over Printed Name of 

the Authorized Signatory" 

Penjelasan: 

(1): Nomor ES 

(2): Dalam hal tidak terdapat cukup tempat pengisian 

daftar HS barang ekspor pada DAB, Eksportir dapat 

menggunakan lembar tambahan yang 

mencantumkan pos tarif/ HS, origin criterion, dan 

nama beserta tanda tangan Eksportir atau 

penanggung jawab ES. 

(3): Negara asal barang. 
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4. DAB harus dicetak pada invoice atas barang yang diekspor. 

5. DAB hams mencantumkan kode autentik yang diperoleh 
melalui e-SKA. 

6. Invoice atas barang yang diekspor sebagaimana dimaksud pada 

angka 3 berisikan paling sedikit: 

a) nomor ES; 

b) pos tarif/ HS 6 (enam) digit beserta uraian barang yang 

telah didaftarkan dalam sistem e-SKA; 

c) jumlah dan satuan barang; 

d) origin criterion; 

e) negara asal barang; 

f) tanggal pembuatan invoice; dan 

g) nama dan tanda tangan Eksportir atau penanggung jawab 

ES yang telah didaftarkan dalam sistem e-SKA serta 

stempel basah perusahaan. 

7. Masa berlaku DAB adalah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 

pembuatan invoice. 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

ENGGARTIASTO LUKITA 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretariat Jenderal 

Kementerian Perdagangan 
Kepala Biro Hukum, 

SRI HARIYATI 



LAMPIRAN II 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 111 TAHUN 2018 

TENTANG 

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBUATAN DEKLARASI ASAL 

BARANG (ORIGIN DECLARATION) UNTUK BARANG EKSPOR 

ASAL INDONESIA 

BENTUK LAPORAN HASIL PENELUSURAN ASAL BARANG (PAB) 

Laporan Hasil Penelusuran Asal Barang (PAB) 
No. 	  

Dengan ini menyatakan bahwa telah dilakukan penelusuran asal barang atas: 

Nama Perusahaan 
Alamat Perusahaan 

Nomor Telepon/E-mail Perusahaan 
Nomor Pokok Wajib Pajak 
Nomor Surat Izin Usaha Perdagangan/ : 
Izin Usaha Iainnya 
Nomor Tanda Daftar Perusahaan 

Uraian Barang 
Nomor HS 
Satuan Jenis Barang 
Pemenuhan Ketentuan Asal Barang 

(Kementerian Perdagangan/Nama IPSKA) 	 (Kementerian Perdagangan/Nama IPSKA) 

(Nama Verifikator/Pejabat Berwenang) 	 (Nama Verifikator/Pejabat Berwenang) 

NIP. 	 NIP. 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

ENGGARTIASTO LUKITA 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretariat Jenderal 

Kementerian Perdagangan 
Kepala Biro Hukum, 

SRI HARIYATIHARIYATI 
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